NOMOR SOP : OT.02.02/C.IX.7.7/7259/2025
TANGGAL PEMBUATAN |: 30 Juni 2025
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 42025 " )
DISAHKAN OLEH : Kepala Balai Besar Kekarghtinaan Kesehatan Surabaya,

Dr. Ros JIP, SKM, SH, MPH, MM
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA NIP:
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM NAMA SOP : Uji Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

1. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan publik
dan keterbukaan informasi publik

2.
3 KMK Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Menguasai mekanisme uji konsekuensi informasi
4 KMK No. HK.01.07-MENKES-326-2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemenkes 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan
5 SK BBKK Surabaya nomor HK.02.03/C.IX.7.1/3011/2025 4. Memahami tatacara pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
5. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
6. Memahami tugas pokok dan fungsi BBKK Surabaya, P2 dan Kemenkes
7. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
8. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK" dan menerapkan budaya kerja
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya " Bergas, Waras, Trengginas, Wani"
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 1. Dokumen Informasi Publik
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Daftar Informasi yang dikecualikan
3. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 3. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) 4 Komputer Yang Dilengkapi Program Kerja
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 5 Alat Tulis Kantor
6. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan 6 Alat Pemindai (Scanner)
7 Berita Acara
|PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka DIP dikecualikan tidak dapat ditetapkan

Seluruh berkas DIP dikecualikan disimpan dalam bentuk elektronik dan non elektronik




PROSEDUR PELLAKSANAAN UJI KONSEKUENS!

PELAKSANA MUTU BAKU
No. Aktivitas Firn PPID p— Keterangan
Pelaksana PPID Pelaksana Uta Kelengkapan Waktu Output
N ma
Teknis
Mengidentifikasi dokumen Informasi Daftar Usulan

1. |Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang telah dan akan 1 Hari {Draft DIP Dikecualikan

Informasi yang akan dikecualikan dikecualikan

i DIP dikecualikan dan alasan

Mencatat informasi yang akan f , . I
2. | Dikecualikan secara jiss dan terang L-I Draft DIP Dikecualikan 90 Menit |pengecualian
3 Mengidentifikasi Peraturan Perundang- Undangan yang l ;;T‘J DIP dikecualikan dan alasan 80 menit Draft DIP dikecualikan dan

" |dijadikan dasar pengecualian e pengecualian alasan pengecualian

Menganalisis Peraturan PerundangUndangan yang Ya ‘ Draft DIP dikecualikan dan alasan . " I .
4 dijadikan dasar pengecualian '*'] pengecualian 2hari|Nota dinas dan disposisi
5. |Mengusulkan Daftar Informasi yang dikecualikan EL Nota dinas dan disposisi 60 menit {Usulan terkirim

—

Melakukan Penguijian tentang

6. |Konsekuensi atas Informasi yang E Usulan DIP Dikecualikan Sidang/ rapat uji konsekuensi
berpotensi Dikecualikan
Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan [___,w_j
kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atay Tidak | .

7. |ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang- :] Sidang/ rapat uji konsekuensi 120 Menit Kep;:ljk:annul:m:necuah?cia:;n
undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu pen g
informasi dibuka

4
8 Menetapkan Informasi yang / Keputusan Pengecualian atau penolakan 60 menit Nota dinas DIP Dikecualikan
" |dikecualikan usulan pengecualian terupdate
-
9{Mendckumentasikan Daftar Informasi yang dikecualikan d) 2 | Nota dinas DIP Dikecualikan terupdate 10 menit |Dokumentasi DIP Dikecualikan
b




